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PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

bahwa dalam rangka pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemeriniah Dagerah, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintch Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

bahwa untuk menindakianjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisas Perangkat Daerah, maka dipandang periu
penataan kembali terhadap Orgaonisasi  Sekretariat  Daerah
Kabupaten Sanggau;

bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu penetapan kembali
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat It di Kalimantan Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820 );

Undang-Undang Nomor 8 Tchun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegowaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3044 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38%0);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik iIndonesiaa Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerch
(Lemboga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negar Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diuboh dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganii Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang { Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438},

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuvangan Antara Pemerintah Pusal dan Daerah (Lembaran Noagar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesio Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4243);

8. Pergturan Pemerintah Noemor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penvelenggaraon Pemerintahan Daerah  [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593}

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

. dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negaro
Republik Indonesia Nomor 4737};

. 10. Peraturan  Pemeriniah Republik Indonesic Nomor 41 Tahun 2007
tentang Qrganisasi Perangkat Daerch {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penatacn Organisasi Perongkot Doerakh;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangon Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN
Menetapkan . PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SANGGAU  TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Q.
b.
o

d.

Daerah adalah Kabupaten Sanggau:

Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adelah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerinfah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;

Perangkatl Daerah adalah unsur membaniu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdir dan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;

Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah:

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau:

Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari
Dcerah ke Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang disertai pembiayaan,
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewqjiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggungjawcbkannya kepada yang menugaskan;
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural;

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang melaksanakan tugas-tugas tertentu diluar tugas dan
fungsi perangkat daerah

Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas. tanggung
jawab dan hak seseorang Pegawai Neger Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandiri;

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretaria: Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat daerah terdin dari :

a. Sekretaris Daerah, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten:

b. Asisten, dan masing-masing Asisten membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat)
Bagian;

Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi  sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub
Bagian;

Sub Bagian;

Staf Ahli; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Asisten, Bogian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada pasal 3 oyat (1) Peraturan Daerah ini, jumiahnya ditentukan berdasarkan analisis
beban kerja dan peraiuran yang berlaku;

(3) Struktur organisasi, tata kerja. fincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah,

BAB IV
KEDUDUXAN, TUGAS DAN FUNGS!
Pasal 4
Sekretariat Daerah  merupakan unsur Staf yong dipimpin oleh seorang Sekretars Daerah,
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
Pasal 5
Sekretariat Daerah  mempunyai fugas dan kewdjiban membantu Kepala Daerah dalam
menyusun kebijokon don mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
Pasal &
Untuk melaksanakan iugas dan kewdjiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah
ini, Sekretarat Daerah mempunyai fungsi @
Q. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b. Pengkoordinasion pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
¢. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugcs dcn
fungsinya.
= BAB V
STAF AHLI
Pasal 7

Kepala Daerch dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli Kepdla Daerah yang
jumiahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pasal 8
{1} Staf Ahli sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan daerah ini mempunyai tugas membanty
Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;

(2) Staf Ahli dalam melaksanckan fugas dan fungsinya secara adminsitratif, dikoordinir oleh
Sekretaris Daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli akan diatur oleh Kepala Daerah.
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BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal ¢

Pada Sekretarial Daerah dapat ditetapkan  Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan
kebutuhan don ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, mempunyal
tugas melaksanakan kegiotan feknis dibidang kechliannya masing-masing sesuai dengan
kebutuhan;

(1)

(2)

{3)

{n

(2)

(1)

(2)

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasat 9 Peraturan Daerah ini
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior seiaku ketua kelempok yong berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah;

Kelompok Jobatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dopat
dibagi afos kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban keric dan
keahliannya;

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang beraku,

BAB VIl
TATA KERJA
" | Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretars Daerah, Asisien, Kepola Bagian dan Kepala Sub

Bagian, Siaf Ahli serta Kelompok Jabaian Fungsional menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi don sinkronisast;

Seficp pimpinan satuan organisasi dalam fingkungan Sekretariat Doerah bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya raasing-masing serta memberikon
bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,

Pasal 13

Setiop pimpinan dalom satuan organisast wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat pada wakitunyg;

Setiap laporan yang diterima ofeh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib
diclah dan dipergunckan sebagai bohan penyusunan lapeoran lebih fanjut dan untuk
memberkan petunjuk-petunjuk bagi bawahannya.

Pasal 14

Apabila Sekretaris Daerah berholangan meloksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Dafiar
Urut Kepangkatan.
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Pasal 15
Dalom hal pimpinan setiap unii-unit kerja Sekretaris Daerah berhalangan, tugos-tugasnya

dilckukan oleh pimpinan unit ditunjuk ofeh pejabat yang berwenang dengan dengan
memperhatikan daftar urut kepongkatan.

BAB VIl
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

(1} Sekretaris Daerah adalah jabatan strukiural eselon Il.a.

" [2) Asisten dan Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon b,

{3) Kepala Bagian adalah Jabatan struktural eselon iil.a.
{4) Kepala Sub Bagion adalah Jabatan struktural eselon IV.a.
Pasal 17

{1} Sekretaris Daerah diangkat don diberhenfikan oleh Gubernur Kalimantan Barat dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Kepala Daerah, sesuail peraturan
perundang-undangan yang beriaku;

(2} Pejabat Struktural Eselon I dilingkungan Sekrefariat Daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Daerah, setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur Kalimantan
Barat,

{3) Pejabat Struktural Eselon Wit dilingkungan Sekretariat Doerah diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Daergh; .

(4) Pejabat Shuktural Eselon [V dilingkungan Sekrefariat Daerah dapat diongkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah aias pelimpahaon kewewenangan dari Kepala Daerah;

{5) Pengangkatan Pejabat Strukiurat Eselon 1L, Hl, dan IV diingkungon Sekretariat Daeranh,
mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabalon yong telah ditetapkan berdasarkan

hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.
»

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segaila biaya yang dipedukan sebagai cokibat dikeluarkannya Peraturan Daerah i,

“dibebankan kepada Anggoran Pendapatan dan Betanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasol 19

Peraiuran pelaksonacon dar Peraturan Daerah ini yong bersifat teknis administralif diatur
kemudian oleh Kepaia Daerah.
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BAB X!
KETENTUAN PERALIHA
Pascl 20

(1} Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. mauka Peraiuran Daeroh Kabupaten Sanggau
Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembeniukar dan Susunan Crganisasi Sekretariat Doaeron
Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaky iagi.

(2} Sekretariat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah efektif
melaksanakan fugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu] fohun setelah berigkunya
Peraturon Daerah ini.

BAB Xil
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini muloi berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maimaeinianas pengundangan Peraiuran Daerahn

ini dengan penempatannya dalom Lembaran Docran Kabupaton Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007
BUPATI SANGGALU,

Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008
LY
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

s’

»

F. ANDEHNG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAL
TAHUN 2008 NOMOR 18
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

(1) Dengan berakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraluran Daerah Kabuparen Sanggau
Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukon dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2} Sekretariat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah efekiif
melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakunya
Peraturan Daerah ini.

BAB Xl
PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berloku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Ttd
F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 18

Untuk salinan yang sth sesuai dengan aslinya

Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Pembina'Utama Muda

NIP. 010091997
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